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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai
Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Terhadap Ketertiban Umum”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan
skripsi ini yaitu 1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai
Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap
Ketertiban Umum ? 2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/ Pid.sus-Anak/2022 ?.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang
analisis datanya disusun secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan diatas
terhadap anak yang melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan
aspek yuridis dan non-yuridis serta dihubungkan dengan unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim
berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana
kejahatan terhadap ketertiban umum secara sah dan meyakinkan telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertanggungjawaban pidana
terhadap anak yang melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum telah
memenuhi unsur-unsur yang ada dalam teori pertanggungjawaban pidana maka
dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 170 ayat (2) angka 2 dan 3
KUHPidana DAN Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Pemidanaan Terhadap Anak,
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Pembimbjng Utama, Pembimbing Pembantu,
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Ketua Bagiﬁl-lukum Pidana

£
77' m
Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP.196802211995121001

Xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang dapat menjadi agen
perubahan dan memiliki peran penting dalam menentukan hidup suatu negara
dimasa yang akan datang. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang
telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.® Anak juga dapat dikatakan sebagai orang yang belum
dewasa (mindejarig held/ inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang

berada dibawah lingkup pengawasan wali (mindejarige under voordij).

Semakin berkembangnya zaman persoalan tentang anak yang
melakukan kejahatan semakin banyak terjadi, hal ini tidak dapat kita hindari
keberadaannya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat menganggu
keamanaan dan kenyamanaan masyarakat sekitarnya sehingga sangat perlu
adanya penindakan terhadap pelaku kejahatan. Banyak Kejahatan yang sering

terjadi dimasyarakat adalah kejahatan terhadap ketertiban umum seperti

! Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. LN. 2014/
No. 297, TLN. 5606.

2 Gunarto Widodo, 2016, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Persfektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,
Vol. 6, No. 1, him. 64, https://jdihn.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf, diakses pada
tanggal 2 September 2022, pukul 10.58 WIB.



https://jdihn.go.id/files/414/339-547-1-SM.pdf

kekerasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kejahatan yang dilakukan oleh
anak merupakan cerminan dari pengaruh lingkungan sosial yang ada disekitarnya.
Berikut ini terdapat beberapa faktor yang membuat anak melakukan kejahatan,
yaitu:
1. Faktor Ekonomi
Keterbatasan dalam ekonomi dapat memunculkan berbagai permasalahan
mulai dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari , pendidikan, kesehatan, dan
kepentingan hidup lainnya. Hal seperti inilah yang dapat mempengaruhi jiwa
sehingga memberikan tekanan kepada orang tua dan tidak jarang akan
dilampiaskan kepada anaknya kemudian akan membuat anak mencontoh apa
yang dilakukan orang tuanya.’
2. Faktor Pendidikan
Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pekerjaan karena
minimya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku anak melakukan tindak
pidana kejahatan. Pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang
mengekspresikan perilaku yang tidak baik melalui perbuatan yang dapat
merugikan masyarakat hal ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari

minimnya pola pikir anak. Selain itu minimnya pendidikan dapat

® Khairul Thsan, 2016, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)”, JOM FISIP, Vol. 3,
No. 2, him. 9 , https://media.neliti.com/media/publications/187295-1D-faktor-penyebab-
anak-melakukan-tindakan.pdf, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 11.11 WIB.
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mengakibatkan tidak adanya kontrol terhadap pribadi anak sehingga anak
dapat dengan sangat mudah untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan.*
3. Faktor Lingkungan
Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi baik atau
tidaknya perilaku seseorang karena dari peniruan pergaulan di dalam suatu
lingkungan dimana seseorang berada akan berakibat terhadap pemebentukan
kepribadian dan perilaku. Jika anak bergaul dengan lingkungan orang yang
baik maka perilaku mereka akan ikut baik tetapi sebaliknya jika anak beragul
dengan orang yang memiliki perilaku yang buruk maka anak cenderung akan
terpengaruh dan berperilaku buruk sehingga mengakibatkan anak melakukan
tindakan kejahatan.’
4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
Lemahnya penegakan hukum dapat memicu anak melakukan tindakan
kejahatan hal ini dikarenakan penerapan hukum yang dilakukan oleh para
penegak hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang telah
hidup dan berkembang di dalam masyarakat, misalnya anak yang melakukan
kejahatan mendapat hukuman vyang terlalu ringan sehingga besar
kemungkinan untuk anak mengulangi kejahatannya lagi.®
Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut anak yang berkonflik.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

* Ibid. him. 10.
% Ibid. him. 11.
® Ibid. him. 11-12.



selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.” Dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum tentu berbeda
dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum
karena ada peradilan khusus untuk menangani masalah ini. Peradilan khusus anak
dibentuk agar pada saat proses peradilan perkara terhadap anak yang melakukan
tindak pidana dari tahapan ditangkap, diadili sampai diberikan pembinaan
selanjutnya akan di lakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar paham dalam

permasalahan terhadap anak.®

Penanganan anak berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dan
memiliki peraturan sendiri. Terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum
berusia 14 tahun tidak dapat dikenakan pemidanaan dan hanya dapat dikenakan
tindakan, tindakan terdiri dari pengembalian orang tua, penyerahan kepada
seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa dan perawatan di Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan
formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan
pencabutan surat ijin mengemudi , dan perbaikan akibat tindak pidana. Anak yang
sudah berusia 14 tahun keatas dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak LN. 2012/ N0.153, TLN No0.5332.

® Fransiska Novita Eleanora, 2013, “Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana”, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 3, him. 174,
https://media.neliti.com/media/publications/18076-1D-sistem-pemidanaan-terhadap-anak-
yang-melakukan-tindak-pidana.pdf, diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 11.45
WIB.
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Perkara kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh
anak merupakan perkara yang sering terjadi dilingkungan masyarakat seperti
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam pemberian hukuman
kepada anak yang berkonflik ini sering terjadi kendala yaitu ketika anak diberikan
hukum yang lebih ringan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh anak bukan dalam
pola pikir anak-anak lagi dan jika diberikan hukuman yang berat umurnya masih
termasuk anak. Ketertarikan penulis terhadap kejahatan terhadap ketertiban umum
yang dilakukan oleh anak, penulis kemudian mengangkat Putusan Perkara Pidana
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.Sus-Anak/2022 sebagai objek
penelitian skripsi ini.

Kasus ini merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum
berupa kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama dan
pelakunya adalah anak, atas nama anak | Rafli Fadli Prastyo berumur 14 tahun,
anak 1l Jemmi berumur 14 tahun, anak 111 Rayfirianto Agustian berumur 16 tahun
dan anak IV Nanang Rizki Priyadi berumur 16 tahun.® Secara singkat bahwa
kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada pada hari Sabtu tanggal 9
April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, pelaku yang sedang berjalan bersama-sama
membangunkan warga untuk sahur bertempat di di JI. Kota Bambu Utara 1V /
Warung Sanip atas, Rt. 010/008, Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta
Barat kemudian bertemu dengan rombongan Korban M. Diaz dan saksi Abdul
Rojak. Selanjutnya terjadi keributan antar kelompok tersebut dengan diawali

saling lempar batu lalu Anak | Rafli melakukan penyerangan dengan

® Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 18/Pid.sus-Anak/2022. him. 1-2.



menggunakan celurit membacok pada bagian dada kanan korban M. Diaz dan
Anak IV Nanang Riski menendang korban M. Diaz sebanyak 3 (tiga) kali
mengenai tubuh korban bagian rusuk, sedangkan Anak Il Rafli juga membacok
korban Abdul Rozak sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung menggunakan
celurit yang sama. Anak Il juga menyerang Muhammad Arya dengan menendang
2 (dua) kali pada pahanya sehingga Muhammad Arya terjatuh kemudian ketika
Muhammad Arya terjatuh Anak Il membacok punggungya dengan menggunakan
celurit kecil. Korban Abdul Rojak mengalami luka fisik dan psikis , korban
Muhammad Arya mengalami luka fisik dan psikis dan korban M. Diaz meninggal

dunia.®®

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan tersebut
dengan mengangkat penelitian dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022
Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum?”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan wuraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas,
penulis memilih rumusan masalah yang perlu untuk dibahas, antara lain sebagai

berikut :

% putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022. him.
4-6.



1.

Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022 Mengenai Pemidanaan
Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap
Ketertiban Umum ?

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Dalam Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/ Pid.sus-Anak/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat

diidentifikasi bahwa tujuan penelitain tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022
Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/ Pid.sus-Anak/2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian melalui skripsi

ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :



1.

Manfaat Teoretis

a.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat
untuk perkembangan ilmu hukum dan menambah pengetahuan serta
pemikiran terkait ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas
tentang tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan
oleh anak.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pembaca terkait
dengan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara
kejahatan terhadap ketertiban umum.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pedoman untuk penelitian lebih lanjut pada kasus tindak pidana kejahatan

terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak.

Manfaat Praktis

a. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran terhadap pandangan pada implementasi penegakan hukum di
Indonesia terkhusus pada permasalahan yang terdapat dalam peradilan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada para
penegak hukum terkait dengan pemidaanaan terhadap tindak pidana
kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh anak dan upaya
penegakan hukum dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat mencegah
ataupun memberantas tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum

yang dilakukan oleh anak.



E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang dikaji oleh penulis , maka ruang
lingkup penelitian ini hanya akan difokuskan pada Pertimbangan Hukum Hakim
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 18/Pid.sus-Anak/2022
Mengenai Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.
F. Kerangka Teori

Untuk memberikan landasan yang kuat dalam suatu penelitian maka
perlu adanya kerangka teori karena pada umumnya suatu penelitian sudah
seharusnya disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Kerangka teori itu
sendiri merupkan himpunan konsep yang menggambarkan suatu pemikiran atau
suatu landasan penelitian untuk mengadakan pengenalan mengenai aspek-aspek
sosial yang dianggap penting oleh peneliti.** Penulis menggunakan beberapa teori
untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada penelitian

ini, yaitu sebagai berikut :
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teorekenbaardheid atau crimanl responsibility atau
pertanggungjawaban pidana yaitu menitikberatkan pemidanaan dengan tujuan
untuk menetukan apakah seseorang yang telah ditetapkan menjadi terdakwa atau

tersangka dapat dimintakan pertanggungjawaban akibat tindakan yang telah

' Soerjono Soekanto. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press.
him. 125.
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terjadi atau tidak. Tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa atau tersangka
haruslah telah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan di dalam
undang-undang. Apabila tindakan tersebut terbukti melawan hukum serta
ditemukan tidak adanya alasan pembenar terhadap tindakan yang dilakukannya
maka seseorang harus memepertanggungjawabkan tindakan yang telah
dilakukannya. Seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
tindaknya adalah hanya seseorang yang dinilai mampu bertanggungjawab.*?
Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang digunakan dalam teori
pertanggungjawaban pidana yaitu sesorang akan dijatuhkan pidana jika terbukti
ada unsur kesalahan atas tindakannya serta dalam melakukan tindak pidana telah
memenuhi  unsur kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang

dilakukannya.'®
2. Teori pemidanaan

Teori-teori pemidanaan telah mengalami perkembangan beriringan
dengan berkembangnya kejahatan yang timbul karena dinamika kehidupan
masyarakat yang mengalami perubahan. Schravendijk mengatakan dalam
pemidanaan terdapat banyak teori tetapi teori itu dikelompokan kedalam 3

golongan besar yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan), Teori Relatif atau Teori

'2 Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tanggerang
Selatan : PT Nusantara Persada Utama. him. 67.
¥ Moeljanto. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. him. 165.
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Tujuan dan Teori Gabungan.'* Penjelasan dari ketiga teori tersebut yaitu sebagai

berikut :

a)

b)

Teori Absolut

Teori Absolut (Teori Pembalasan) beranggapan bahwa pemidanaan adalah
suatu pembalasan atas kesalahan yang diperbuat sehingga menurut teori ini
pemidanaan terletak pada kejahatan dan perbuatan yang diperbuat. Dalam
teori ini lebih mengedepankan sanksi terhadap hukum pidana dijatuhkan
kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana
yang tujuannya sebagai pembalasan untuk melaksanakan tuntutan keadilan.*
Teori Relatif atau Teori Tujuan

Mengenai teori yang satu ini Muladi mengemukakan pendapat bahwa tujuan
dari pemidanaan itu bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai alat untuk
mencapai tujuan yang bermanfaat demi kesejahteraan dan perlindungan
terhadap masyarakat. Sanksi dalam teori ini diartikan bukan sebagai alat untuk
melegakan terhadap keadilan tetapi menjadi alat untuk mencegah agar orang
tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana.*®

Teori Gabungan

Teori gabungan atau dikenal juga dengan teori modern menyatakan bahwa
tujuan dari pemidanaan itu merupakan gabungan dari asas pembalasan dan
asas pertahanan terhadap tata tertib yang ada di masyarakat. Dalam teori ini

pembalasan merupakan bentuk hukuman sekaligus sebagai bentuk kritik

14 Ahmad Rifai. 2014. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum

Progresif. Jakarta : PT Sinar grafika. him. 160.

15 Zainal Abidin Arifin. 2010. Hukum Pldana I. Jakarta : Sinar Grafika. him. 11.
18 1bid.
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terhadap moral atas kesalahan yang seseorang lakukan tujuannya agar

dikemudian hari seseorang dapat melakukan perubahan baik terhadap

perilakunya dikemudian hari.'” Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2

(dua) bentuk sebagai berikut :*®

- Teori gabungan yang menekankan pada pembalasan, dengan catatan
bahwa pembalasan tidak boleh melampaui batasan dari untuk dapat
dikatakan cukup dipertahankan dalam tata tertib masyarakat.

- Teori gabungan yang menekankan pada perlindungan dari tata tertib
masyarakat, dengan catatan penderitaan yang dijatuhi tidak boleh lebih
berat dari apa yang telah diperbuat oleh terpidana.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim harus memiliki kemampuan untuk mendalami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal ini juga
selaras dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman “ Hakim dan hakim konstitusi yang wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat”® Dalam pasal ini bermakna bahwa hakim dalam
menetapkan putusan harus mencakupi rasa keadilan dalam masyarakat dan sesuai

dengan hukum yang berlaku.

' Adminwebsite, 2020, “Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan”
https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/, diakses
pada tanggal 3 September 2022, pukul 14.45 WIB.

8 Yensmil Anwar dan Adang. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi
Hukum Pidana. Grasindo. him. 137-138.

19 pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. LN. 2009/ No. 157, TLN No. 5076.
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Dalam teori dasar pertimbangan hakim , dikatakan putusan itu baik
dan sempurna jika ketika di uji putusan tersebut dapat melewati 4 (empat) kriteria

dasar pertanyaan sebagai berikut :2°

a) Apakah putusanku ini sudah benar?
b) Dengan kejujuran kah aku dalam memutuskan perkara ini?
c) Apakah putusan yang ditetapkan ini sudah adil bagi pihak-pihak putusan?

d) Putusan yang diambil ini apakah dapat bermanfaat ?

Dalam hal pemberian pidana terdapat pedoman yang bertujuan untuk
memberikan kemudahan kepada hakim untuk menetapkan pemidanaannya, hal ini
dilaksanakan ketika tertuduh telah terbukti melakukan perbuatan yang telah
dituduhkan kepadanya. Pedoman tersebut juga memuat daftar tentang hal-hal atau
keadaan-keadaan bersifat subjektif yang berkaitan dengan keadaan-keadaan diluar
pembuat. Tujuannya agar penjatuhan pidana dapat dilaksanakan dengan lebih

proposional dan dipahami dengan benar kenapa pidana itu yang dijatuhkan.?

Teori ini dipakai berdasarkan pada pertimbangan hukum dalam
menjatuhkan putusan terhadap anak dalam perkara kejahatan terhadap ketertiban
umum. Teori ini digunakan untuk menjawab masalah pertama dari penulisan
skripsi ini yang mana hakim dalam menetapkan pidana terhadap seseorang yang

terbukti melakukan kejahatan harus dengan prinsip kehati-hatian guna menjamin

20 | jlik Mulyadi. 2007. Kekuasaan kehakiman. Surabaya : Bina llmu. him. 136-
138.
2! Ibid.
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kesesuaian dari putusan hakim dan juga hakim haruslah memiliki bekal

pengetahuan hukum dan wawasan yang luas tentang keilmuan hakim.
G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang terstruktur dengan tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan meneliti masalah tertentu yang memerlukan
jawaban. Metode penelitian merupakan salah satu hal penting dalam suatu
penelitian karena dapat membantu dalam menemukan fakta-fakta atau dalil-dalil
yang akurat yang dapat menunjang penelitian sehingga nantinya dapat
menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertaggungjawabkan, maka penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif adalah
jenis penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai

acuannya.?
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

a) Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003.  Penelitian Hukum

Normatif.Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. him. 13.
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Pendekatan perundang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan cara mencari peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum
tertulis yang selaras dengan isu hukum yang diteliti.>® Tujuan dari
pendekatan ini adalah untuk mempelajari keselarasan serta kesesuaian
antara bagian isi dari peraturan perundang-undang satu dengan lainnya.
b) Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau
mengulas perkara-perkara yang memiliki Kketerkaitan dengan isu hukum
yang sedang dihadapi, kemudian perkara tersebut telah menjadi putusan
pengadilan sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap.*

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data
sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum
mengikat secara umum yaitu Peraturan Perundang-undangan.”® Bahan

hukum primer tersebut terdiri dari :

2 peter Mahmud Marzuki . 2021. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. him.133.

2 peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud 1). 2005. Penelitian Hukum: Edisi
Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. him.158.

% Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Banten: Unpam Press. him. 141.
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1. Undang— Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang —
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

5. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022

b) Bahan Hukum Sekunder
Adalah bahan hukum yang di dalamnya termuat data-data yang berasal dari
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek
penelitian, hasil penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.® Bahan hukum sekunder misalnya yaitu
Rancangan Undang-Undang, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan
masalah yang akan diteliti, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hingga
pendapat pakar hukum yang memiliki implikasi terhadap pemidanaan

terhadap anak dalam perkara kejahatan terhadap ketertiban umum.

% 1bid. him. 60.
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¢) Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum yang menjadi penunjang yang bertujuan untuk
memberikan petunjuk serta penjelasan terkait dengan bahan hukum primer
dan sekunder. Bahan hukum tersier ini contohnya kamus hukum dan
ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif maka bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari cara Studi Kepustakaan dan Studi
Dokumen. Teknik Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada data sekunder
dengan cara menguraikan secara deskriptif dari bahan-bahan bacaan seperti buku-
buku, jurnal literatur, artikel-artikel maupun bahan hukum lainnya yang memiliki

keterkaitan dengan penelitian ini.?’
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian yang telah diperoleh dan dikumpulkan
datanya  kemudian dilakukan pengelolaan data dengan analisis kualitatif
mengunakan metode penafsiran atau interpretasi dengan cara menghubungkan
secara lebih luas terhadap ketentuan hukum atau norma-norma hukum yang

termuat di dalamnya.?® Setelah dilakukan analisis kualitatif terhadap bahan hukum

27 Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. him. 32.

%8 Behder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung:
Mandar Maju. him. 96.
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selanjutnya akan dibuat abstraksi atau membuat rangkuman dengan memuat hal-

hal yang bersifat inti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Dalam melakukan penarikan kesimpulan harus mencakup empat
syarat yaitu, ringkas argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan. Pada penelitian
ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu teknik
pengambilan kesimpulan dari suatu bahasan yang bersifat umum ke khusus

sehingga dapat menemukan jawaban dari rumusan permasalahan.?®

» Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar
Grafika. him.70.
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